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	Penelitian hukum merupakan upaya sistematis untuk merumuskan. Mengklasifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip hukum serta mengaplikasikannya dalam masyarakat. Latar belakang penelitian hukum mencakup kebutuhan untuk memahami dan menguasai berbagai permasalahan hukum di tengah masyarakat.[footnoteRef:2] [2: J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal.1.] 

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum normatif.[footnoteRef:3]Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka[footnoteRef:4] Penelitian hukum normatif bisa dikatakan lawan dari penelitian yuridis empiris.[footnoteRef:5]Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistemik hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[footnoteRef:6] [3: 	Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, 14.]  [4: 	Ibid]  [5: 	I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum , Prenada Media, Jakarta, 2017, hal. 5 ]  [6: Oloan Sitorus dan Darwinsyah, Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum(Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2006, hal.6

] 

Penelitianyuridis normatif yaitusuatupenelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalamperundang-undangan(law as it written in the book, maupunhukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan(law as it is decided by the judge through judicial process)”.[footnoteRef:7] [7: Ronald Dworkin, Metode Penelitian, http://repository.usu.ac.id/bitstream /123456789/408 /123456789/40856/4/ Chapter%20I.pdf diaksestgl. 26 Juli 2014.] 
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Pendekatan penelitianyang digunakanadalahpendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-yuridis (yuridis-deskriptif) atau pendekatan kuantitatif, atau kombinasi keduanya (metode campuran), dengan fokus pada efektivitas penerapan sistem e-court. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris yang mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis implementasi e-court berdasarkan peraturan yang ada dan kenyataan di lapangan. 
1. Pendekatan Kualitatif
Metode Penelitian: 
Deskriptif-yuridis, yang berusaha menggambarkan secara rinci dan sistematis fenomena yang diamati dalam implementasi e-Court(The ElectronicsJustice System). 
Fokus Penelitian:
· Menggambarkan proses pendaftaran, pembayaran, dan persidangan secara elektronik. 
· Menjelaskan faktor pendukung dan penghambat implementasi e-Court(The ElectronicsJustice System). 
· Menganalisis efektivitas penerapan e-Court(The ElectronicsJustice System)di Pengadilan Tinggi (tingkat banding)  Medan
Sumber Data: 
Data primer dari wawancara dengan informan seperti petugas pengadilan, advokat, dan pengguna, serta data sekunder dari jurnal, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. 
2. Pendekatan Hukum Normatif-Empiris
Metode Penelitian: 
Menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah e-Court(The ElectronicsJustice System)dari dua sisi, yaitu aspek regulasi dan aspek praktis di lapangan.
Fokus Penelitian:
· Menganalisis peraturan yang mengatur e-Court(The ElectronicsJustice System), seperti Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
· Menggambarkan dampak e-Court(The ElectronicsJustice System) terhadap proses peradilan, khususnya dalam mencapai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
· Menggambarkan tantangan dan peluang implementasi e-court. 
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		Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan menggambarkan secara tepat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala lain dalam masyarakat.[footnoteRef:8] Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu  dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang dikumpulkan secarasistematis.[footnoteRef:9] [8: 	Sri Mamudji, Metode Penelitian dan  Penulisan Hukum, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta , 2005, hal. 4  ]  [9: 	Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenda Media Group Surabaya:,2005, hal. 32.  ] 
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Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini data yang bersifat sekunder setelah dikumpulkan dilakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan-bahan kepustakaan (literature research) yang berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, yaitu :
a. Data Primer
      Data primer yaitu data yang di dapatl langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dengan melakukan wawancara tersruktur baik dengan para pihak. 
b. Data Sekunder
	Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu : 
1) Bahan hukum primer 
      Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakupperaturanperundang-undang[footnoteRef:10], yaitu : [10: Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, opcit, hal .13] 

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 TentangKekuasaanKehakiman.
c) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasiPerkara dan Persidangan di PengadilanSecara Elektronik
d) Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentangPedoman Tata Kelola PenggunaTerdaftarSistemInformasiPengadilan
c. Bahan Hukum Sekunder
      Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat,  yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk arah  kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah dan karya ilmiah lainnya.[footnoteRef:11] [11:  ibid
] 

d. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,[footnoteRef:12] seperti menggunakan Kamus umum Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Website, dan hal-hal yang terkait. [12: 	 ibid] 
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	Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengelolanya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data dikumpulkan dilakukan studi kepustakaan selanjutnya data tersebut dianalisis dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.
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